1. TINJAUAN PUSTAKA

A CSR

Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) telah
menjadi pemikiran para pembuat kebijakan sejak lama. Bahkan dalam Kode
Hammurabi (1700-an SM) yang berisi 282 hukum telah memuat sanksi bagi para
pengusaha yang lalai dalam menjaga kenyamanan warga atau menyebabkan
kematian bagi pelanggannya. Dalam Kode Hammurabi disebutkan bahwa
hukuman mati diberikan kepada orang-orang yang menyalahgunakan ijin
penjualan minuman, pelayanan yang buruk dan melakukan pembangunan gedung

di bawah standar sehingga menyebabkan kematian orang lain.

Perhatian para pembuat kebijakan menunjukkan telah adanya kesadaran bahwa
terdapat potensi timbulnya dampak buruk dari kegiatan usaha. Dampak buruk
tersebut tentunya harus direduksi sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan
kemaslahatan masyarakat sekaligus tetap ramah terhadap iklim usaha.

Konsep selanjutnya dirumuskan pada tahun 1713 oleh kepala Saxon
pertambangan Hans Carl von Carlowitz. Menurutnya pengusaha seharusnya
bertindak sebagai patron dan donatur untuk perbaikan hidup karyawan, misalnya
dengan membangun rumah karyawan, mencukupi kebutuhan dan menjaga

lingkungan alam (Walton, 1967).
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Penelitian ilmiah tentang CSR berakar di Amerika Serikat sejak tahun 1950,
diskusi berlangsung tentang isi dan ruang lingkup dari tanggung jawab
perusahaan. Salah satu publikasi pertama pada subyek tanggung jawab sosial
pengusaha dicetuskan oleh Howard R Bowen ditahun 1953. Bowen memberikan
definisi awal dari CSR vyaitu kewajiban pengusaha untuk membuat keputusan
yang mengikut-sertakan orang-orang melalui tindakan sosial dalam jangka waktu

tertentu dan terdapat nilai-nilai yang sesuai dalam masyarakat.

Pada tahun 1960 banyak usaha dilakukan untuk memberikan formalisasi definisi
CSR. Salah satu akademisi CSR yang terkenal pada masa itu adalah Keith Davis.
Davis dikenal karena berhasil memberikan pandangan yang mendalam atas
hubungan antara CSR dengan kekuatan bisnis. Davis (1960) mengutarakan lron
Law of Responsibility yang berarti bahwa tanggung jawab sosial pengusaha sama
dengan kedudukan sosial yang mereka miliki dan tanggung jawab sosial
pengusaha harus sepadan dengan kekuatan sosial mereka. Sehingga dalam jangka
panjang pengusaha yang tidak menggunakan kekuasaan dengan bertanggung

jawab akan kehilangan kekuasaan yang mereka miliki sekarang.

Tahun 1963 Joseph W. McGuire memperkenalkan istilah Corporate Citizenship.
McGuire menyatakan bahwa Ide tanggung jawab sosial mengandaikan bahwa
korporasi tidak hanya berkewajiban secara ekonomi dan hukum, tetapi juga
memiliki tanggung jawab tertentu kepada masyarakat. McGuire kemudian
menjelaskan lebih lanjut bahwa korporasi harus memperhatikan masalah politik,
kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kebahagiaan karyawan dan seluruh

permasalahan sosial kemasyarakatan lainnya.
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Tahun 70-an juga ditandai dengan pengembangan definisi CSR. Prakash Sethi
(1973) memberikan penjelasan atas perilaku korporasi yang dikenal dengan social
obligation, social responsibility, and social responsiveness. Menurut Sethi, social
obligation adalah perilaku korporasi yang didorong oleh kepentingan pasar dan
pertimbangan-pertimbangan hukum, dalam hal ini social obligatioan hanya
menekankan pada aspek ekonomi dan hukum saja. Social responsibility
merupakan perilaku korporasi yang tidak hanya menekankan pada aspek ekonomi
dan hukum saja tetapi harus menyelaraskan social obligation dengan norma, nilai

dan harapan kinerja yang dimiliki oleh lingkungan sosial.

Social responsivenes merupakan perilaku korporasi yang secara responsif dapat
mengadaptasi kepentingan sosial masyarakat. Social responsiveness merupakan
tindakan antisipasi dan preventif. Dari pemaparan Sethi dapat disimpulkan bahwa
social obligation bersifat wajib, social responsibility bersifat anjuran dan social

responsivenes bersifat preventif.

1980-an Era ini ditandai dengan usaha-usaha yang lebih terarah untuk lebih
mengartikulasikan secara tepat apa sebenarnya corporate responsibility. Peter F.
Drucker membahas secara serius bidang CSR pada tahun 1984. Drucker
berpendapat bahwa tanggung jawab sosial yang tepat dari bisnis adalah mengubah
masalah sosial menjadi peluang ekonomi dan manfaat ekonomi, dalam hal ini
Drucker telah melangkah lebih lanjut dengan memberikan ide baru agar korporasi
dapat mengelola aktivitas CSR yang dilakukannya dengan sedemikian rupa
sehingga tetap akan menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Kemudian

Archie B. Carroll (1991) membuat suatu model CSR ke dalam empat tingkatan:
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1. Tanggung jawab ekonomi, bahwa perusahaan harus melakukan bisnis
setidaknya untuk menutupi biaya sehari-hari.

2. Tanggung jawab hukum bahwa perusahaan tidak boleh terlibat dalam kegiatan
ilegal dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Tanggung jawab etis menggambarkan kebutuhan perusahaan secara adil dan
etis untuk bertindak atas undang-undang.

4. Tingkat keempat disebut tanggung jawab filantropis, yang menggambarkan
keterlibatan komunitas kreatif dari perusahaan kepada harapan masyarakat.

Untuk bertahan hidup perusahaan harus mematuhi dua tingkat pertama, tingkat

ketiga adalah tindakan moral yang penting untuk diterima oleh masyarakat dan

tingkat keempat adalah murni sukarela, tapi yang diinginkan secara sosial. CSR

pada prinsipnya termasuk dalam empat tahap.

B. Pentingnya CSR

CSR merupakan komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis, untuk
berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi,
seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta
komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Ada enam kecenderungan
utama yang semakin menegaskan arti penting CSR, yaitu meningkatnya
kesenjangan antara kaya dan miskin, posisi negara yang semakin berjarak pada
rakyatnya, makin mengemukanya arti kesinambungan, makin gencarnya sorotan
kritis dan resistensi dari publik, bahkan yang bersifat anti perusahaan, tren ke arah
transparansi, dan harapan-harapan bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik

dan manusiawi pada era milenium baru (Epstein, 1987).
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Artinya, CSR sangat dibutuhkan masyarakat di sekitar lokasi perusahaan, sebab
selain akan terjadi berbagai perubahan sosial, kekayaan sumber daya alam yang
selama ini sangat bermanfaat bagi masyarakat juga akan terganggu disinilah letak
paradoks dari proses perubahan sosial kekayaan akan sumber daya alam dapat
menjadi pedang bermata dua bagi suatu negara yang sedang berkembang yaitu
dapat menguntungkan tetapi pada saat yang sama dapat pula menjadi kerugian

(Carrol, 1979).

Jika kekayaan sumber daya alam itu tidak dikelola dengan baik dan bermanfaat
bagi masyarakat maka, penolakan terhadap kehadiran perusahaan akan terus
terjadi. Jadi CSR itu memang harus terus diupayakan terutama dunia saat ini
sudah memasuki ekonomi global tentu perlu mengkaji secara cermat atas aspek-
aspek yang penting dalam kehidupan masyarakat seperti manajemen
pembangunan, demokrasi dan pendidikan. Ketepatan dalam menentukan pilihan
akan sangat menentukan kehidupan dimasa mendatang, oleh karena kajian-kajian
yang jernih, obyektif dan dengan pertimbangan nasib warga secara keseluruhan

sangat diperlukan (Pomering, 2009).

C. CSRdan Teori Triple Bottom Line

Skema pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi, yang
menjadikan sektor pertanian (pedesaan) menjadi penopang industrialisasi ternyata
tidak bisa diharapkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada
satu sisi masyarakat desa harus menerima kenyataan dimana laju perkembangan

industri berlangsung melalui pengorbanan sektor pertanian dan disisi lain sumber-
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sumber agraria telah mengalami pengurasan besar-besaran dan mengalami

penurunan kapasitas untuk melakukan pemulihan.

Kehidupan rakyat pedesaan tidak menjadi baik bahkan sebaliknya, kemiskinan
dan kesenjangan sosial serta keterbelakangan telah menjadi bagian dari hidup
rakyat desa. Terhadap situasi yang demikian, banyak penduduk desa yang
akhirnya pergi ke luar desa, mengadu nasib dan sekaligus menyediakan tenaga
murah bagi percepatan industrialisasi. Marjinalisasi desa dapat dilihat sebagali
bagian dari skenario untuk menopang industri, yang berbasis tenaga kerja murah

dan bahan baku yang berlimpah serta murah.

Wartick (1985) menilai kehancuran lingkungan dan penurunan kapasitas sumber
daya alam merupakan kenyataan dari proses pengurasan kekayaan alam untuk
keperluan menggerakkan roda pembangunan. Hutan, tambang dan lain-lain telah
dengan sangat luar biasa dikuras dan tidak dipikirkan peruntukkannya bagi
generasi yang akan datang. Diberbagai daerah, terkesan kuat bahwa kekayaan
alam telah dijual. Sementara massa rakyat harus memikul akibatnya berupa
lingkungan yang rusak, sungai tercemar, hutan gundul dan kekayaan alam yang

menipis.

Memahami CSR sebagai kebertanggung jawaban entitas laba atas dampak
operasionalnya maka seharusnya praktik CSR juga melingkupi sektor industri
lain. Bahkan di banyak negara, komitmen keseimbangan triple bottom line juga
melingkupi industri keuangan, properti, media, komunikasi, teknologi, dan juga

dalam ranah perangkat pemerintahannya dan di kalangan masyarakat sipil.
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Dalam hal ini, jika sebelumnya pijakan tanggung jawab perusahaan hanya terbatas
pada sisi finansial saja (single bottom line), kini dikenal konsep triple bottom line,
yaitu bahwa tanggung jawab perusahaan berpijak pada 3P (profit, people, planet).
Menurut Freeman (1984) dengan semakin berkembangnya konsep CSR ini, maka

banyak teori yang muncul yang diungkapkan berbagai pihak mengenai CSR ini.

Salah satu teori yang terkenal adalah teori Triple Bottom Line yang dikemukakan
oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya Cannibals with Forks, the
Triple Bottom Line of Twentieth Century Bussiness. Elkington mengembangkan
konsep triple bottom line dengan istilah economoic prosperity, environmental
quality dan social justice. Elkington memberi pandangan bahwa jika sebuah
perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan
tersebut harus memperhatikan 3P. Selain mengejar keuntungan (profit),
perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan
masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian

lingkungan (planet).

Gunawan Widjaya (2008) menekankan dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak
lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu
aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja, namun juga harus
memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Uraian yang diberikan di atas
menunjukkan bahwa keuntungan ekonomis tidak dapat dipisahkan dalam
kerangka pelaksanaan CSR, oleh karena tujuan dari pelaksanaan CSR itu sendiri

sustainability bagi perusahaan. Melaksanakan CSR bukan berarti mengurangi
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kesejahteraan stakeholders, oleh karena itu maka aspek ekonomis juga harus

menjadi pertimbangan bagi perusahaan yang melaksanakan CSR.

D. Indikator CSR Perusahaan BUMN Berdasarkan Keputusan Menteri

Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri BUMN RI Nomor: 117/MBU/2002,
yang hasil dari keputusan ini mewajibkan seluruh perusahaan BUMN untuk
menerapkan praktek-praktek GCG sebagai landasan operasional BUMN. Dan

Keputusan Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003 tentang CSR agar

melaksanakan  program  kemitraaan dan program bina lingkungan.

Penyelenggaraan program kemitraaan dan program bina lingkungan, diatur

sebagai berikut:

1) Sumber dana berasal dari penyisihan laba setelah pajak maksimal 1%. Pasal 8
Ayat (1) dan ayat (2).

2) Besarnya dana ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
untuk Persero, dan oleh Menteri BUMN untuk Perum. Pasal 8 Ayat (3).

3) Dana yang telah ditetapkan oleh RUPS atau Menteri disetorkan pada Unit
PKBL selambat -lambatnya sebulan setelah penetapan. Pasal 8 Ayat (5).

4) Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk, pinjaman untuk membiayai
modal kerja, dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan, pinjaman
khusus dan hibah. Pasal 10 Ayat (1) dan (2).

5) Pembukuan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tujuan yang
memberikan kemanfaatan kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN dalam

bentuk bantuan korban bencana alam, pendidikan/pelatihan, peningkatan
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kesehatan, pengembangan prasarana dan sarana umum, dan sarana ibadah.
Pasal 10 Ayat (3).

6) Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan, evaluasi, dan
besarnya bunga pinjaman dana Program Kemitraan. Bab IV Pasal 11 Ayat (1)
dan (2).

7) Pelaksanaan program Bina Lingkungan dilakukan secara langsung oleh BUMN
yang bersangkutan. Bab IV Pasal 12 poin (b).

8) Beban operasional Program Kemitraan bersumber dari hasil bunga pinjaman,
bunga deposito dan atau jasa giro dana Program Kemitraan. Besarnya beban
operasional maksimal 70 % dari hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau
jasa giro dana Program Kemitraan. Tahun berjalan. Apabila dana beban
operasional tidak mencukupi maka dibebankan oleh anggaran biaya BUMN
Pembina. Bab V Pasal 13 Ayat (1 s/d 5).

9) Beban operasional program dibiayai dana Program Bina Lingkungan, besarnya
maksimal 3% dari dana yang disalurkan pada tahun yang bersangkutan (Bab V
Pasal 14).

10) Beban operasional Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan
dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PKBL (Pasal 15).
RKA tersebut terpisah RKA Perusahaan (RKAP) BUMN. Bab VI Pasal 17
Ayat 2.

11) Pengelola Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan melaporkan
pelaksanaan program setiap triwulan dan laporan tahunan (Bab VII Pasal 19

Ayat 2).
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E. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Walter A. Friedlander (1961) kesejahteraan sosial adalah sistem yang
terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan
untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan
kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang
memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepenuh mungkin dan
meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan

masyarakat.

Menurut Arthur Dunham (1965) kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai
kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan
dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan didalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan
anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan
dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian
utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas
dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas; pelayanan ini mencakup

pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.

Harold L. Wilensky (1965) mendefinisikan kesejahteraan sosial adalah suatu
sistem yang terorganisir dari usaha-usaha pelayanan sosial dan lembaga-lembaga
sosial, untuk membantu individu-individu dan kelompok dalam mencapai tingkat
hidup serta kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar individu dan relasi-
relasi  sosialnya memperolen kesempatan yang seluas-luasnya untuk

mengembangkan  kemampuan-kemampuannya serta meningkatkan  atau
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menyempurnakan kesejahteraan sebagai manusia sesuai dengan kebutuhan

masyarakat.

Alfred J.Khan (1973) menyatakan bahwa kesejahteraan sosial terdiri dari
program-program yang tersedia selain yang tercakup dalam kriteria pasar untuk
menjamin suatu tindakan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan
kesejahteraan, dengan tujuan meningkatkan derajat kehidupan komunal dan
berfungsinya individual, agar dapat mudah menggunakan pelayanan-pelayanan
maupun lembaga-lembaga yang ada pada umumnya serta membantu mereka yang

mengalami kesulitan dan dalam pemenuhan kebutuhan mereka.

Lalu menurut Zastrow (2000) kesejahteraan sosial adalah sebuah sistem yang
meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi
kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar
untuk memelihara masyarakat. Sebagaimana batasan PBB, kesejahteraan sosial
adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang betujuan untuk membantu
individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan

meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009,
kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual,
dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri,
sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang
dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk

pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang
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meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan
perlindungan sosial. Dimana dalam penyelanggaraannya dilakukan atas dasar
kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan,

akuntabilitas,partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan.

F. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kepuasan dan kesejahteraan adalah dua pengertian yang saling berkaitan.
Tingkat kepuasan merujuk kepada keadaan individu atau kelompok, sedangkan
tingkat kesejahteraan mengacu kepada keadaan komunitas atau masyarakat luas.
Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan
bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya
secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya,
masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial

sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Menurut Kolle (1974) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat diukur dari
beberapa aspek kehidupan pertama dengan melihat kualitas hidup dari segi materi,
seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagianya. Kedua dengan melihat
kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan
sebagainya. Ketiga dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas
pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya dan keempat dengan melihat
kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan

sebagainya.
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Hal senada namun berbeda dicetuskan oleh Drewnoski (1974) ia melihat konsep
kesejahteraan dari tiga aspek pertama dengan melihat pada tingkat perkembangan
fisik (somatic status), seperti nutrisi, kesehatan, harapan hidup, dan sebagianya.
Kedua dengan melihat pada tingkat mentalnya, (mental/educational status) seperti
pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya dan terakhir dengan melihat pada integrasi

dan kedudukan sosial (social status)

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1996) dapat dirumuskan sebagai padanan
makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu
rasa aman, kesejahteraan, kebebasan dan jati diri. Todaro (2003) mengemukakan
bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan dari
tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan
terentaskannya dari kemiskinan, memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik,
perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas

masyarakat.

G. Hubungan Program CSR Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Program CSR perusahaan ditujukan untuk meningkatkan peran perusahaan dalam
komunitas sosial masyarakat. Hal ini penting, karena sebuah entitas bisnis
keberadaan sebuah perusahaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya dukungan
dan suport dari masyarakat. Menurut Susanto (2009) perusahaan dapat
melaksanakan tanggung jawab sosialnya, dengan memfokuskan perhatiannya

kepada tiga hal yakni profit, lingkungan dan masyarakat.
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Dalam kaitannya dengan fungsi CSR, ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan
aktifitas perusahaan yang dapat dilakukan secara simultan sesuai dengan kondisi
sosio kemasyarakatan yang berkembang. Dengan menjalankan tanggung jawab
sosialnya perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungannya saja, akan
tetapi juga dapat memberikan kontribusinya yang arif dan bijaksana dalam

peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat di sekitar perusahaan.

Menurut Untung (2008) kontribusi CSR dalam pembangunan ekonomi
masyarakat adalah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam
kegiatan CSR perusahaan. Kemiskinan sudah menjadi musuh bersama yang harus
ditanggulangi oleh semua pihak. Untuk melasakanakan hal tersebut paling tidak

terdapat 3 pilar utama yang harus diperhatikan.

Pertama format CSR yang sesuai dengan nilai lokal masyarakat, kedua
kemampuan diri perusahaan terkait dengan kapasitas SDM dan institusi, dan
ketiga adalah peraturan dan kode etik dalam dunia usaha. Berdasarkan pada
integrasi ketiga pilar tersebut, masyarakat akan dapat dibangun kemampuan dan
kekuatannya dalam memecahkan permasalahan yang mereka hadapi dalam

pencapaian kesejahteraan hidup yang lebih baik.

Di zaman modern saat ini konsep CSR mencoba menggabungkan dan berusaha
untuk menjelaskan berbagai isu-isu khususnya berkaitan dengan masalah sosial,
kepentingan lingkungan dan kesejahteraan, dengan tetap melihat penuh
kepentingan keuangan dan manfaat dari perusahaan. Etika bisnis juga telah
dibawa ke dalam arena tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social

Responsibility (CSR) adalah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan
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masyarakat melalui praktik bisnis yang memberi kontribusi dari sumber daya

perusahaan (Frederick, 1960).

Namun itu bukan amal tetapi merupakan strategi bisnis inti dari sebuah organisasi.
Ini adalah cara melakukan bisnis untuk memenuhi kebutuhan pasar dan para
pemangku kepentingan (Chatterjee, 1976). Menurut Chris (1972) tanggung jawab
sosial adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak dari keputusan
dan kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang
transparan dan etis yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan yang
berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan dengan tetap

memperhitungkan harapan stakeholder.

H. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan banyak rujukan agar dapat
dijadikan bahan yang berguna untuk memperkaya sumber penelitian yang sedang
dilakukan. Bahan yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini juga pernah di
angkat sebagai topik penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya. Maka peneliti
juga diharuskan untuk mempelajari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan
dengan topik yang sedang diteliti agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti
dalam melakukan penelitian tentang CSR PTPN 7 UU Beringin. Berikut disajikan
tabel dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik CSR di

PTPN 7.
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Judul Peneliti Tujuan Metode Hasil
Analisis Unang Mukhlan Untuk mengetahui Regresi Secara simultan,
Pelaksanaan sejauh manakah linier hasil uji regresi
Program pengaruh program berganda linear berganda

Kemitraan kemitraan BUMN menunjukkan
BUMN khususnya PTPN variabel CSR
Terhadap VII dalam goal, CSR issue dan

Kesejahteraan peningkatan Corporate Relation
UKM: kesejahteraan Program tidak
Pendekatan UMKM binaanya. memberikan
CSR (Studi pengaruh
Kasus yang signifikan
PTPN7Y) terhadap
kesejahteraan
UMKM. Dimana
hanya variabel CSR
issue yang secara
parsial memberikan
pengaruh pada
kesejahteraan
UMKM.
Implementasi Andi Regresi CSR secara
CSR terhadap Mapisangka Untuk mengetahui linier signifikan memiliki
Kesejahteraan sejauh manakah berganda pengaruh positif
Hidup pengaruh terhadap peningkatan
Masyarakat implementasi CSR kesejahteraan hidup
terhadap masyarakat.
kesejahteraan
masyarakat.

Efektifitas Devi Yulianti Bagaimana Deskriptif Efektivitas program
Program efektivitas Program kualitatif Berdasarkan hasil
PTPN 7 PTPN 7 yang diperoleh
Peduli di Peduli terhadap terlihat bahwa dalam
PTPN 7 pencapaian tujuan pelaksanaan program
(Persero) dan ada beberapa
Lampung sasarannya program yang

(Suatu pelaksanaannya
Evaluasi Atas dinilai
Program efektif dan beberapa
CSR) tidak efektif
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Corporate Intan Aisyiah Untuk mengetahui Deskriptif Corporate Social
social Aisiqya efektifitas program kualitatif Responsibility
Responbility CSR yang dilakukan melalui PKBL yang

(CSR) sebagai perusahaan kepada dilaksanakan PG.
upaya masyarakat Kremboong belum
Pemberdayaan berjalan secara
Masyarakat optimal. Masih
Sekitar Pabrik banyak masyarakat
gula (Studi sekitar yang masih
pada PTPN X belum mengetahui
PG. tentang Corporate
Kremboong Social Responsibility
Sidoarjo)
Dampak Karlos Untuk Mengetahui Regresi Dampak Program
Program dampak pengaruh Linier Kemitraan Bina
Kemitraan dan Program Kemitraan Sederhana Lingkungan sangat
Bina dan bina Lingkungan berpengaruh secara
Lingkungan Terhadap signifikan terhadap
PTPN 3 Pendapatan dan pendapatan,
Terhadap Kesejahteraan pendidikan,
Pendapatan dan Masyarakat pedagang kaki lima
Kesejahteraan dan
Masyarakat di jumlah tenaga kerja
Kabupaten dalam mendorong
Labuhan Batu ekonomi lokal
namun secara fisik
pasar
maupun pemasaran
produk hasil barang
dan jasa tidak
berkembang yang
menyebabkan pasar
semakin sempit dan
tidak tertat
Tanggung Jiuhari Deskripif ~ Pelaksanaan program
Jawab sosial Bagaimana dampak kuantitatif CSR
dan pelaksanaan program sebagian kecil saja
Lingkungan CSR di Kabupaten yang melaksanakan
Perusahaan Kutai dengan baik,
Pertambangan Kartanegara dalam sebagian besar masih
Batubara rangka kurang dan bahkan
dalam upaya meningkatkan terkesan
Meningkatkan kesejahteraan pelaksanaannya asal-
Kesejahteraan asalan, hal tersebut
Masyarakat disebabkan oleh
Kutai kondisi
Kartanegara perusahaan yang

kurang mampu




